
SALIN AN I/.

PERATUMN BUPAT'KEDIRI

NOM(n 5 TAt{UtlAp8
TENTA}IG

IZIfT PEMBT'AiIGAiI AtR LMEAH KE AIRATAU SI'IIBER AIR

iienimbang :4.

DIKABUPATEN KEQIRI

DENGAN RAHT'AT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDiRI,

bahvua alr merupakan kompon€n lingkungan hHup y?ng sangat

penting bagf kebngsungan hidup dan kehirtupan manush serb

makhluk hklup lalnnya;

bahwa untuk menjaga dan tetap terpelihararrya kualitas air

sehlngga dapat dimanfaafran s€cara befiebnluten s€suai

dengan tingkat mutu air yang diinginkan maka perlu upaya

peleetartan dan/atau pengendalian;

bahwa berdasarkan Pasal 40ayat(1) Peraturan Pemedntah

Nomor 82 Tahun 2()0'l bntang Pengelolaan Kualltas Ak dan

Pengendalian Pencernaran Air, setiap usaha dan atau kegiatan

yang akan mambuang air limbah ke air atau sumber alr waJib

mendapat izin tetulis dari Bupati;

bahrva bedasarkan Peratunan Pemerffih Nomor 38 Tahun

2OO7 tentang Pembagian Urusen Pernerintahan antara

pemerlntah, Pemerlntahan Daerah Provinsi dan Pemerlntahan

Daerah Kabupaten/Kota, perizinan pembuarpan air limbah ke air

&u sumber air meniadi keuuenarqan Pemerffihan Daerah

KabupaEn/ Kota;

bahwa bedasartan pefimbangan sebagaimana dimaksud

dahm huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan

Bupatl tentang hdn Pembungan Air Lfinbah ke Alr etau Sumber

Air di Kabupaten Kediri.

UndarE-Undang Nqnor 12 Tahun 1950 tentang Pernbontukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkurpan Propinsi Janra

Tlmur

d.

Menglngat : 1.
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2. UndangUndang l{onror 5 Tahun lg00 tcntang Konservaci

Sumber Daya Ahm Hayati dan Ekciriemnya;
3. Undaip-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tefltang Keeehatan;

4. UndarE{ndang Nornor 23 Tahun 1gg7 tentang pengetolaan

Llngkungan Hldup;

5. UndangrUndang Nomor 28 Tqhun 1ggg bntarq penyelengrgara

Negara yeng Beelh dan Bebas dari Korupoi, lGlust dan
Nopofisme;

0. UndangrUndang Nomor 7 Tahun 20O4 bntang Sumber Daya

Ain

7. UndarB-Undarg Nomor 10 Tahun 2OO4 bntang pemOentritan

Peraturan Perundang-Undangan;

8. Undengrundang i{ornor 26 Tahun 2007 Entarg penataan

R*ng;
9. UrdarB-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenhng pemerlntahan

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan penrerintah

Pengmnti Undengundang Nomor 3 Tahun 2@5 yang bhh
ditetapken dengnn Undang-Undarg Nomor 8 Tahun 2fl)5;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1gg1 brbng Sungat;

11. Peraturan Pemorintah Nornor 27 Tahun 199g tentang Analbb
ilengenai Dampek Llngkungan;

12. Perafuran Peynedntah Nonror 82 Tahun 2(X)l bntarB
Pengelo,han Kuahas Air dan Pengerdalbn Pencernaran Alc

13. Peraturan Pemerintah Nqnor 20 Tahun 2006 tentang lrigasi;

11. Peraturan Pernedntah Nomor 3E Tahun 2007 bntang
Pembagian Unrsan Pemerinhhan ertara penndntah,

Perrrintahan Daerah Prwingl dan Pemerlnbhan Daerah

Kabupaten/Kota;

Peraturan tvlenbrl Dahm Negeri Nornor 15 Tahun 2006 tentarq

Jenis dan Benfuk Produk Hukum Daeah;

Peraturan Menbri Dalam Negeri Nornor 16 Tahun 2006 bntang
Prosedur Penyrsunan Prcduk Hukum Daerah;

PeraUran Menbri Dahm Negeri Nomor 17 Tahun 2000 bntans
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Keputusan Menbri Negara Lingkurpan Hldup Nomor 06 Tahun

2d)2 tentang Pedonran Pelaksanaan Usaha Pengelolaan

Lingkungan dan Usaha Pernantauan Lingkungan;

15.

17.

18.
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Peraturan lr€ntori NegE a Lingkungan Hidup ilornor l l Tahun

2l1(E tentang .bn6 Rencana Usaha dan/atau Keghtan yang

WaJib dilengkapi dengan Analisis Mengenal Dampak

Lingkungan Hlrup;

Pereturan Daerah Provinel Jarrva Timur Nornor 2 Tahun 2008

tentarg Pengelohan Kualitas Air dan Pengendalhn

Pencernaran Airdi Provinsi Jawa Timufi

Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tinglot I Jawa Timur

Nomor 60 Tahun 19S tentang Baku Mutu Limbeh Cair B4l
Usaha Kegiatan Hotel di Propinei Daerah Tingkat I Jawa

Timuc

Keputusan Gubemur Kepah Daerah Tingkat I Jawa Timur

Nomor 61 Tahun 1999 tentang Baku Mntr Limbah Celr Bagl

Kegiatan Rumah Sakit di Prcpinsi Daerah fingkat I Jawa

Timur;

Keputusan Gubemur Jawa Timur Nqnor 45 Tahun 2fi)2

tenterE Baku Mutu Limbah Cair Bagi lndustri dan atau

Kegiatan Usaha Lainnya di Javya Timuc

Keputusan Gubernur Javya Timur Nomor 10 Tahun 2fiX
tentang Pedqnan Pelaksanaan Upaya Pengeblaan dan

Upaya Pemantauan Lingkungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 16 Tahun 2000

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas.Dlnas

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Kabuparen Kedld Nomor 9 Tahun 2002;

Peraturan Daerah lGbupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2fi)3

tenhng Rencana Tata Ruang Whyah Kabupabn Kedlrl

Tahun 2(X)3 - 2010;
l-

MEMUTUSI(AN:

Mene0apkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TEMANG lZlN PEMBUANGAN AtR

LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR DI KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Paeal 1

Dahm PEraturan Bupati ini yang dimaksud dsrgen :

1. Daerah dahh lGbupalen Kedlrl.

2. Bupati adalah Bupati lGdid.

19.

21.

22.

23.

24.

26.



4.

6.

1

Pernerintah Daerah adahh Bupad Kediri dan perangkat [laereh aebagai unsur
p€nyobnggara Pemerintahan Daerah.

Orang adabh oreng p€rt€orangan, dan atau kelonrpok orang, dan atau badan
hukum.

Penaqgung lavuab usaha den atau kegkrtan adabh orang atau b€berepa orang/
kelompok yang secare sendiri atau bersama+ama rnendirikan sufrr useha dan atau
kegiatan.

Air adahh semua air yaqg terdapat pada, diatas ataupun di bawah pemukaen

taneh, bmsuk dalam pengerdan lnl adahh alr permukaan, alr tanah, alr hupn, dan
air hut yang berada di darat.

sumber alr adalah bmpat aEu rradah air alami dan/atau buatan yang trErdapat

pada, diatas, ataupun dibawEh permukaan tanah.

Beku mutu ak adahh ukuran batas dau kadar mkhluk hldup, zat, energl, atau
kornponen yang ada Etau harus ada dan atau unsur penoorner yang dibnggang
keberadaannya dl dabm air.

Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dary'atau kegiatan yang bemujud cair.

ldn adahh hdn pernbuangen alr fimbah obh orarB atau Badan Hukum yang

menggunakan air atau sumber air sebagai tsmpet p€mbuaqgan air limbah.

BAB II

KETENTUAN PERIZ]MN

Pasal 2

(1) Sdbp Useha dantru kegiatan yarp akan manrbuan! alr lhnbah ke air ateu

sumber alr walh merdapat Eln brtulis darl Bupat.

(21 Pemdrqran izin sebagaimana dlnaksud pda ryat (l) dklasarkan pada hasil

kalbn Analbb trlelgenal Dampak t-hrgkuryan (AMDAL) atau hall kaibn Upaya

Pengeh,laan Ungkqngan Hilup dan Upaya Pemantauan Ungkungan Hidup

(rrK[-uPL).

Pael 3
(1) Pengeiuen perrnohonan izin eebagnimana dimaksud dahm Pasa! 2 ayat (1)

dhampalkan kopeda Bupet dengBn dlhnpid beilas pereyaraten yarE tehh

dibtapkan.

(2) Borl<as porlyaratan yang harus dlhrphkan dahm mengnluken idn ee@eknana

dimaloud pede ayat (1) meliputi :

a. Surat pemohonan bermabrai qrkw;

b. Fomulir lshn Data untuk kelengfiapan izin parbmrBan air limbeh;

c Gen5er, hyout dan dbgnm prc hdabai pangohhan ah fimbah

d. Dokumen pengelolaan lingkungen seouai dengan ienb usaha dan atau kegiffin;

e. Serffiat hasfl uli aF ltnbeh 3 (tgs) bubn brakhlc

7.

8.

s.

10.



f. Rekomendssi dari Bapedal prwinsi Jewa Timuf
g. Reftomendaei dari Perum Jata Tr-rta I atau Dinas Pekofean Umum pengelren

PlovinBi Jawa Tlmur bagi iZn pernbuangan air limbah ke air atau sumber air
lintas Kabupaten/Kota;

h- rdn pembuarpan air lrmbah yang hma @i pergajuan permohonan
perpanjangan izin.

, Paeal 4
('l) Permohonan izin yang telah msnenuhi perEyaratan sebagaimana dimakeud dal",n

Pasal 3 eyat (2) dapst dlterbiU€n oleh Bupati.
(2) lan sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dibrbiuran dahm bentuk surat lzin.
(3) lln sebagolmana dimaksud pada ayat (1) dibfiid<an paling hma 15 (lima belas) hari

keria terhitung sejak hnggal dilerimanya permohonan secara lengkap.

\-' 
BAB ut

JANGKA WAIfiU BERTAKUT{YA IZIN
pasal S

(1) Jangka vvaktu berlakunya lzin sebagaimana dirnaksud dalam pasal 4 aynt (z)

, beilaku serama 3 (iga) tahun dan dapat drperpanfrrng atas penndronan pern€geng
izin.

(2) Permohonan perpaniangan iln sebagaimana dlmaksud pada ayat (r) harus dhJukan
paling lama 3 (tiga) bulan sebelum jangrka uaktu surat izin tersebut berakhir;

(3) Apaoiu bdadi perubahan lenb serta l€pasltes usaha/kegHan, maka pemegeng

izirupenanggung jawab usaha harus mengajukan izin baru.

BAB M

KETENTUAN TEKNIS PENGELOI.AAN AIR LIMBAH

Pasal 6

(1) Kebntuan teknb p€ngelohan air timbah meliputi :

a. Mengolah air limbah sampal baku mufu yang dipersyaratl<an serta disesuaiken

dengan media lingkungan tempd pembuangan;

b. fremhlat bangunan saluran pernbuangan alr llmbah, sarana bak konbol untuk

mEmudahkan pengarnbilan contoh air limbah;

c. Melakukan ujl air limbah sesuai baku mutu hasil pengolahan setiap bulan secara

suaapantau; 
r

d. ilemasarB aht pencatat volurne alr limbah pada saluran or.rdet IPAL ;

e. Lararqan pembuangan air limbah secara sekalQus dalam safu saat atau

pebpasan dadakan;



f. Larangan untr.rk mehkukan pengcnodan air limbah dalam upaya penataan betas

kadar yarq dipesyaratkan ;

g. Mbnyediaken sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

h. Mehpoftan hasil uii kepada Bupati melalui Dinas.

(21 Uji baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cdilakukan okrh Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang menrbirlangi Lingkungan HirJup.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Masyarakat

Pasal 7

(1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk :

a. mendapatkan kualitras air yang baik;

\7 b. mendapatkan infomasi mengenai status mutu air, pengelohan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air;

c. rnehporkan kepada Bupati melalui Satuan Ke[a perangkat Daerah yang

membHangi Lingkungan Hidup , apabih menduga dan/atau nrengetahui teriadinya
pelanggaran terhadap pengelolaan kualitas air dan tedadinya pencemaran pada

air dan/atau sumber air.

(2) Setiap orang berkarajiban :

a. berporan serta dahm menjaga pelestarian kualitas air pada sumber-sumber air;

b. dalam pengendalhn pencernanan air pada sumber air

Bagian Kedua
- 

Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegialan\/ 
Pasar I

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mempunyai hak untuk mendapatkan

iniormasi mengenai mutu air, pengelolaan kualitas air serta pengendalien pencemaran

air.

Pasal g

(1) Seliap penanggung jawab useha dan ateu kegidn berkenaiiban :

a. rnomberlkgn inbrmai yang bener dan akurat ;

b. mentaati ketentuan pGyarstan dan apenrbatasan yang meH<at pada izin ;

c. m€rnbuat cfrtan debet hahn alian pernbuangan air limbah dan uii mutu air lknbah

di laboratorium intemel ;

d. membuat hporan hasil uJi laborffidum mutu air lhnbah yang dibuang pada

sumber qir setbp buhn kepada Bupati.

(2) Leboratodum sebegaimana diinaksud pada ayat (1) hurul d harus merupakan

hboratorium yang Budsh brakredasi dan ditunjuk oleh Gubemur.



pasal 1o 
7

(1) selain kervajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), setiap penanggung

jarvab ueaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah pada air dan/atau

sumhr air waJib membuat rencana penanggulangan penccmaran air pada keadaan

darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.

(2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagalmana dlmaksud pada ayat (.1), maka
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan urajib melakukan penanggutangan dan
pemullhan.

Pasal 11

(1) setiap penanggung jaurab usaha dan/atau kegiatan yang tklak melakukan tindakan

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal '10, Bupati dapat rnenugaskan pihak ketiga

untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau

kegiatan.

(2) Pihak ketiga yang ditur$ unfuk mehkukan penanggulangan pencemaran air dan
pemulihan kualftas alr pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya

di air dan/atau sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 12

(r) Sethp penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke

dalam air dan/atau sumber air harus :

a. memenuhi persyamtan baku mutu air limbah yang tehh ditetapkan;

b. tldak melebihi parameter kriterla mutu alr berdasarkan kelas air yang telah

ditetapkan.

(2) Jumlah dan mutu alr limbah yang dlizinkan untuk dibuang ke dalam air atau sumber

air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam dokumen

lingkungan suafu usaha danlalau keglatan.

BABVI

PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati rvajib melakukan pengawaean terhadap pembuangan air limbah ke air atau

sumber air;

(2) Dahm melakukan pengawasan sebegaimana dimaksud pada ayat (1) Bupeti dapat

melirpahkan kewenangannya kepada pejabat yang dltunJuk.

Pasal 14

Dalam melaksanakan fugasnya peiabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (2) benvenang :



a. melakukan pemantEuan yang nreliBjti pengamatan, pcmd€tan, perBkeman sudb
vbual, dan pengukuran;

b. merninta keterangen kepada masyarakat yang bed<epenfingan, karyarvan yarg
bersangkubn, konsurtan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan sstempat;

c. membuat sallnan darl doliumen dan atau membuat catatan yarB dlperlukan, antara
hin dokumen perizinan, dokumen AMoAL TKL-upL dan data hasil srrapantau dan
dokumen surat keputusen organlsesl perusahaan;

d. msnasuki trernpat Ertentu;

e. merEambil contoh dari limbah yang dlhasikan, air limbah yang dibuang, bahen baku,
dan bahan penolong;

L memerlksa peralatan yang d[unakan dalam proses produksl, utilitas, dan instalasl
pengolahan limbah;

g. marerlksa lnstahsl dan aH bansportasl;
h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usahanya.,r

BAB VII

SANKSIADMINISTMSI

Pasal 15

(1) Setiap penanggung jawab usaha dary'atau kegiatan yang melanggar ketentuan

Pasal 2 ayat ('l), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 0 ayat (1), PasatT ayal (21,

Pasal 9 ayat ('l), Pasal 10, Pasal 'll dan Pasal 12, dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi admlnlstasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan;

c. penghentian sementara atau tstap;

'J d. pembekuan lzln; dan

e. pencabutan izin.

BABVIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Bhya untuk kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dahm Pasal 13 dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

lzin Pembuangan Air Limbah yang telah diterbitkan sebelum ditetapkanrrya peraturan

Bupati ini, dlnyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhlr.



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1E

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetiahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggal 15 - 5 - 2008

BUPATIKEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

padatanggal 15-5-2008
SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN KEDIRI,

trd

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRITAHUN 2OO8 NOMOR 5

Disalin s6uai dengen aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH

\ I(ED\-Z

!

I


